6 KAMIS, 23 JULI 2020

OPINI

MEDIA
INDONESIA

Urgensi Pemda Lindungi Anak Indonesia

Rita Pranawati
Wakil Ketwa Komisi Perindungan Anak
Indonesia (KA, Dosen FISIP LHAMEA

ASUE kekerasan terhadap
anak, baik fisik, pailds, sek-
sual, hingga siber masth
sering menghiasi laman
media. Pada saru slal, munculnya
kasus-kasus im dapat bermakna me-
ninghatnya kesadaran masyarakar
uniuk melaporkan kasus kekerasan
terhadap anak, agar mendapatkan
PENANEANAN SeCara oprimal.

Pada sisl lain, terus meningkatmya
kasus kekerasan anak harus dise-
lesaikan sejak di hulunya. Sekoor
hulu i jalah kebiljakan pemeriniah
daerah (pernda) dalam perlindungan
arak

Dampak dari perubahan kebijakan
pemda dalam perlindungan anak
akan memengaruhi selurah proses
perlindungan anak yang dilakukan,
balk pencegahan, penanganan, mag-
pun rehabilitasl. Tanpa perubahan
kehijakan, upaya perlindungan anak
akan sulit tercapal.

Setiap anak Indonesia berhak
mendapatkan perlindungan, Per-
lindungan anak merupakan wpaya
menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup,
mumibuh, berkembang, dan berpartl-
aipas] secara optirnal. Perlindungan
i harus dilandaskan pada harkan
martabat kemanusiaan. Setlap anak
harus bebas dari kekerasan dan
diskriminasl.

Ul Perlindungan Anak menye-
butkan pemda bertanggung jawab
unmuk menghormatl dan menjamin
pemenuhan hak sattap anak Indome-
sia. Pemnda juga bertanggung jawak
menjamin pemenuhan hak anak.
Pemda sebagal wakil negara me-
miliki kewajiban unmk memenuhi,
melindungi, dan menghormati hak
anak, serta, melaksanakan dan
mendubung kebljakan nasional da-
lam penyelenggaraan perlindungan
anak

Mandat
Hadirnya UU No 232014 tentang
Pemnda menjadikan urusan perlin-

dungan anak menjadi urusan wajlb
daerah. Pernda, balk provinsi mau-
pun kabuparen/ota, merntlikd kewa-
jiban yang sama menjadi pelaksana
urusan perlindungan anak. Pasal 12
menyebutkan, perlindungan anak
tdak berkalran dengan pelayanan
dasar, narmun menjadi urusan wajib
pemida.

Perlindungan anak di dasrah
tidak lagl hanya menjadl urusan
penunjang, narmun menjadi wrus-
an Intl. Perubahan inl bermakna
kesungguhan regulasi mengamr
bahwa urusan perlindungan anak
menjadi urusan wajlh yang penting
bagi masa depan bangsa.

Dampak perubahan itu, di antara-
nya pada bentuk kelembagaan di
daerah. Bentuk kelembagaan pe-
nanggung jawab perlindungan anak
tdak lagl hanya berbenmuk badan,
biro, atau kantor urusan. Tetapd,
menjadl setingkat dinas. Dinas
bersifat lebih teknils dan dapat me-
lakukan upaya perlindungan secara
optimal.

Dengan pembagian yang jelas
antara urusan pusat dan daerah,
idealnya kasus-kasus perlindungan
lebih cepar tertangani. Upaya pen-
cegahan dan penanganan diharap-
kan merata di seluruh Indonesia.
Luasnya Indonesia mensyaratkan
pemerataan kualitas perlindung-
an anak yang setara di seluruh
provinsi dan kabupatankota. Oleh
karena I, pembagian kewenangan
kepada daerah menjadi hal yang su-
dah seharusnya dilabukan dengan
kesungguhan,

Perubahan kebijakan

Perubahan nomenklatur dalam
UL Otda harus diikuti perubahan
kebijakan perlindungan anak.
Tanpa ltu, perlindungan anak
akan kehilangan arah/greget. Per-
ubahan kebijakan perlindungan
anak harus membangun sistem
perlindungan anak yang meliputl
tga unsur.

Pertama, keberadaan norma dan
regulasi terkalt perlindungan anak.
Keberadaan norma dan regulasi
akan menjadi dasar bagl peng-
amran perlindungan anak. Norma

Pemda harus
mengedepankan
proses-proses
preventif dalam
perlindungan anak.
Sosialiasi kepada
seluruh keluarga,
tokoh masyarakat
dan komunitas,
guru dan sekolah,
tokoh agama, dan
organisasi agama
sangat penting.

dan regulasi akan mengarur sejauh
mana wpaya perlindungan anak
akan dilakukan dan diimplementa-
sikan pemda.

Data KPAT(2019) menemukan, se-
banyak 48,%% layanan anak korban
VANE Tuntas. Sernmentara, sisanya
ridak mntas, di antaranya, karena
keterbarasan anggaran di daerah,
Keberadaan anggaran menjadi sa-
lah sam penenmu keberlangsungan
perlindungan anak.

Kedua, keberadaan strukiur dan
kelembagaan untuk pelaksanaan
kebijakan perlindungan anak. Per-
ubahan menjadi dinas merupakan
bukti bahwa regulasl telah menga-
manatkan perlindungan anak men-
Jedi wrusan yang penting.

Keriga, program dan layanan per-
lindungan. Program perlindungan
anak dalam keranmgka preventif
harus dilakukan, tidak hanya sam-
pal pada kader-kader di tinghar
desa sebagalmana evaluasl saat (nd,
Tetapl, harus sampal pada keluarga
yang menjad] garda terdepan peng-
aguhan.

Utamakan pencegahan

Pemda harus mengedepankan
proses-proses prevenif dalam per-
lindungan anak. Sosjallasi kepada
seluruh keluarga, rokoh masyarakar

dan komundtas, guru dan sekolah,
tokoh agama, dan organlsasi agama
sangat penting. Sebab, sejatinya,
mengasuh membutuhkan orang
sekampung.

Sehingga anak-anak Indonesia
akan turnbuh dengan baik dan bebas
dari kekerasan. Menylapkan anak-
anak harl ini sejatinya kita menyi-
apkan 5DM Indonesia yang unggul
dl masa yang akan datang

Jika anak sudah menjadi karban,
Proses penanganannya berpotensi
memakan wakiu yang panjang.
Anak harus mendapatkan rehabili-
tash dengan runtas, Orangmuanya pun
harus mendapatkan pembekalan
unmuk mendampingt anak. Sehingga,
dapat menjembarani fika anak merm-
bumhkan pertolongan rehabilitasi
lanjutan.

Jika rehabilitasi tidak tuntas, anak
korban berporensi menjadi pelaku
di masa yang akan datang. SOM
yvang sepertl inl rentan menjadl
beban sosial dan berpotensi tidak
podukrlf. Sekallgus, menjadi be-
ban finanaial negara. Oleh karena
i, pencegahan harus dinpayakan
maksimal.

Desa/kelurahan sebagal ujung
tombak pemda wajib menjadikan
program perlindungan anak se-
bagal program utama. Desa hars
memiliki peta jalan perlindungan
anak, sebagal upaya melindungh
anak di lewel pemerintahan paling
bawah.

Desa harus memnilild upaya per-
lindungan dan 50F penanganan
jika ada kasus kekerasan terhadap
anak. Dana desa juga dialokasikan
unful program-program pence-
gahan. Kererlibatan desa akan
memaksimalkan upaya pence-
gahan dan anak-anak Indonesia
terlindungl.

Akhirnya, komitmen pernda darl
provinsi, kabupaten/kora hingga
memakaimalkan peran desa sangat
penting, dalam wpaya perlindungan
anak. Kepala dagrah dan DPRD
harus sama-sama mengupayakan
komitmen terbalk untuk melin-
dungl anak Indonesia. Selamat
Harl Anak. anak Indonesia sehat
dan cerla!




